
BI'PATI PI'RWORA'O
PROVI|SI JAWA TENGAII

PERATURAN BUPATI PURWOREIO
NOMOR 9zTAHUN 2'2I

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KER.IA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PURWORE.JO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI{A ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2O2L t.f,.I)tatg
Pembentukan dal Susunar Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentalg Kedudukan, Susunal Orgarisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Ke{a Dinas Perhubungan
Kabupaten hrrworejo;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukar Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berira Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telftarrg
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Republik lndonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali tera_khir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Ke rja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tarnbahan
I:mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengar Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahalt
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentanS Perangkat Daerah (lcmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahaa
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6402);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2OI9 tentang Klasifikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatui
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O21 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (t€mbaran
Daerah Kabupaten h-rrworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahaa kmbaran Daera}r Kabupaten Purworejo
Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER,JA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PURWOREJO.

BAB I

KETEI.TTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengar:
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahal Daerah ada.lah penyelenggaraaa Urusan

Pemerintalar oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dar tugas pembaltuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daera-h adala-h Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelal(sanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daera}l ada.lah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo,
6. Dinas Perhubr:ngan yang selaljutnya disebut DINHUB adalah

Dinas Perhubungar Kabupaten h-rrworejo.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinhub yang selanjutnya

disebut Kepala DINHUB, adalah Kepala Dinas Perhuungar
Kabupaten Purworejo.

8. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINHUB.
9. Sekretaris DINHUB yang selanjutnya disebut Selaetaris adala}

Sekietaris Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo,
o

6

,+ t2lh Nr t 5 ! 7

? ft x ,tI 6
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINHUB.
I 1. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINHUB.
12. Kepala Seksi adalah Kepa.la Seksi pada DINHUB;
13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPf ada.la-h unit

pelaksala tugas teknis untuk melaksanakan kegiat2rl teknis
operasiona.l dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas.

14. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala
UPT, adalah kepala unit kerja pada DINHUB yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas.

15. Aparatur Sipil Negara adalah prolesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instarsi pemerintah.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitar dengan pelayaran fungsional yaIrg
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipit Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instarsi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DINHUB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah KabuPaten Purworejo.

(2) DINHUB dipimpin oleh Kepala DINHUB

Bagian Kedua
Tugas

Pasa.l 3

DINHUB mempunyai tugas membartu Bupati dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahal Daerah Bidang Perhubungan sesuai dengan
kewenangan Daerah yang meliputi talu lintas, pengujian kendaraar,
angkutan, terminal dart perparkiran.
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Bagiarl Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimara dimaksud dalam Pasal 3,
DINHUB menyelenggaralan fu ngsi:
a. pemmusan kebijat<ar teknis bidang perhubungan yang meliputi

bidang lalu lintas pengujian kendaraan, angkutan, terminal dar
prrparkira-n;

b. pelaksanaan kebijalan teknis bidang perhubungan yang meliputi
bidang talu lintas pengujian kendaraan, angkutan, terminal darl
perparkiran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidarg perhubungan yang
meliputi bidang lalu lintas pengujian kendaraan, angkutan,
terminal dan perparkiran;

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi darr kesekretariata-n kepada
seluruh unit organisasi di tingkungan DINHUB; dan

e. pelaksanaan tugas lain yalg diberikal oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DINHUB, terdiri atas:
a. Kepala DINHUB;
b. Sekretariat;
c. Bidang LaIu Lintas;
d. Bidang Angkutan dan Terminal;
e. Bidalg Pengujian Kendaraan Bermotor;
f. UPT; dan
g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Orgadsasi DINHUB sebagaimara dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam l,ampirarl yang merupakan bagian tidak
terpisahkar dari Peratuian Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINHUB

Pasal 6

Kepala DINHUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a
mempulyai tugas memimpin F,elaksanaan tugas dan fungsi DINHUB
sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 3 dan Pasa.l 4.
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Bagian Ketiga
Sekretqriat

Pasa.l 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DINHUB.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) mempunyai
tugas melaksanalan koordinasi dalam menyiapkan perumusan
kebijakan teknis dart menyelenggarakan tugas bidalg, serta
memberikar dukturgan administrasi pada seluruh unit organisasi di
lingkungan DINHUB.

Pasa.l 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

ad ministrasi perencanaan dal keuangan;
d. pengoordinasiaa penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi umum dan kepegawaian;dan
e. peLal<sanaa.rt tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DINHUB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Passl 10

(1) Susunaa Organisasi Selsetariat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dart Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian,

(2) Subbagian sebagairnana dirnaksud pada ayat
seorang Kepala Subbagiarr yang berada
bertalggungjawab kepada Sekretaris.

(1), dipimpin oleh
di bawah dan

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyrapan bahar perumusan dalo melaksanalar kebilat<an teknis,
melayani dan mengendalikal administrasi bidang perencaaaan dal
keuangan yang meliputi:
a.m.ere,ncanakan, meuganggarkan, dan mengevaluasi kinerja

DINHUB;
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b. menjrusun pedarjian kineda;
c. melaksaral€n pengadministrasian keuangan pada DINHUB;
d. melaksalakan pengadministrasian pendapatal daerah kewenangal

DINHUB; dan
e. melaksalakan tugas kedinasar lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai tugas jabatannya.

Pas€l 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakal teknis,
pelayaral dal pengendalian administrasi di bidang Umum dan
Kepegawaian, yang meliputi:
a. melaksanakan pengadministrasial barang milik daerah pada

DINHUB;
b. melalsanakan pengadministrasian umum pada DINHUB;
c. mela}sanakan pengadaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa;
e. melaksanakan pemeliharaaa barang milik daerah;
f. melalsalakan pengadministrasian kepegawaian pada DINHUB; dan
g. melalsanalal tugas kedinasar lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai tugas jabatalnya.

Bagian Keempat
Bidarg t€.lu Lintas

Pasal 13

(1) Bidang L€lu Lintas berkedudukan di bawah dart bertanggung jawab
kepada Kepala DINHUB.

(2) Bidang LaIu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang

Pasa.t 14

Bidang LaIu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
mempunyai tugas menyiapkar perumusan kebijal<al teknis, membina,
melaksanakan, da:r mengendalikan bidang lalu tintas, yang meliputi
Penetapar Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, Penyediaan
Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalar Kabupaten, Persetujuan
Hasil Analisis Dampak l,alu I intas (Andalalin) untuk Jalan KabupAten,
darr Audit darr Inspeksi Keselanatan LLAJ di Ja_lan.

Pasal 15

Dg]am melaksanakan tugas sebagaimala dimaksud dalam pasal 13,
Bidarg Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, petaksar:raan,

dar _pen_gendatian di bidarg penetapan Rencana Induk Jaringan
LLA.I Kabupaten;

b. penyiapar pemmusan kebrja}al teknis, pembinaan, pelaksanaarr,
da-n pengendalian di bidang Penyediaan Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten;
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c. oenviaDEur Derumusar kebiiakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
ian pe'ngenb"Ian di bidang Pelaksanaar Manajemen dan Rekayasa
Lalu-Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;

d. DenviaDan Derumusan [ebiiakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,- [.ri p6"e.;iadan di bida.ig Persetujuari Hasil Analisis Dampa]
Ldu Lintas (Andalalinl unruk Jalan Kabupaten;

e- oenviaoan oerumusan kebiiakal teknis, pembinaan, pelaksanaan,- h"ii pi"g""'d"lian di bidan[ Audit dan Inspeksi Keselamatan LLA"I
di Jalan; dan

f p"fatsa.aan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KePala
bINHUB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Orgalisasi Bidang latu Lintas, sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 5 ayat (1)hurufc, terdiri atas: -.. S.k"i e".rg"irbarlan rafu Lintas dan Perlengkapar Jalal;dan
b. Seksi Manqiemen dan Rekayasa lalu Lintas.

12) Seksi sebasaimana dimaksud pada ayat (l)' dipimpin oleh seorang' ' Kepala Sekii, yang berada di biwah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Lalu Lintas.

Pasal 17

Seksi Pcngembangan Lalu Lintas dan PerlengkaPan Jalan mempunyar
t ."" -""nr.iaokai bahan perumusal dal me taksalakan kebtakan
tefnis, seria melakukan pLmbinaan di bidang Pengembangan Lalu
Lintas dar Perlenekapan Ja.lan, yang meliputi:
a. menetapkar Fen-cana Indr.rk Jaringan LLA.I Kabupaten, yang

meliputi:
1. nielalsana-kan Penlrusunan Rencara lnduk Jaringan LLA'I

Kabupaten;
2. meneiapkan Kebijakal dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringart

LI"A.I Kabupaten; dan
3. mengenda-tikan Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LI-A'I

Kabupaten.
b. menyediakan Perlengkapaa Ja.lan di Jalan Kabupaten, yang

meliputi:
1. riembangunan prasarana jalan di jalar ka-bupaten;
2. menyediakar perlengkapan jalarr di jalar kabupaten;
3, merahabilitasf dan pemeliharaan prasarana jalan;dart
4. merehabilitasi dan pemeliharaal perlengkapal jalan.

c. melaksarakal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidarg Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 18

Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanal<an kebijakan teknis,
serta melaksana}an pembinaaa malajemen dan rekayasa lalu lirtas,
yarrg meliputi :

a. melaksanakan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Kabupaten, yang meliputi:
1. Penataan Manajemen dan Rekayasa l,alu Lintas Untuk Jaringan

Jalan Kabupaten;
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2. Pengadaan, PemasaJrgan, Perbaikan dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen darr Rekayasa lalu
Lintas;

3. Uji Coba dal Sosialisasi PeLaksalaan Malajemen dan Rekayasa
l"alu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;

4. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijala-n
untuk Jalan Kabupaten;dan

5. Forum ta.lu Lintas dan Angkutan Ja.larr Kabupaten.
b. membuat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

(Anda.lalin) untuk Jalan Kabupaten, yang meliputi:
1. menetapkan kebijakan tata kelola andalalin;
2. meningkatkan kapasitas penilai arrdalalin;
3. mengoordinasi dart sirkronisasi penilaian hasil andalalin;dan
4. mengawasi pelaksalaan rekomendasi andalalin.

c. melaksaaakal Audit dan Inspeksi Keselamatan LLA.I di Jalaa, yang
meliputi:
l. meningkatan kapasitas auditor dar inspektor LLA.I;
2. melal<alakan inspeksi, audit dar p€mantauan unit pelaksara uji

berkala kendaraan bermotor;
3. melal<salal<an inspeksi, audit dan pemantauan termina-l;
4. melaksanalan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan

persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan
bermotor kabupaten;dan

5. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem
manajemen ke selamatan perusalaan angkutan umum,

d. melaksanakan tuBas kedinasan lairt yang diberikan oleh Kepala
Bidarg l^alu Lintas sesuai dengafl tugas jabatannya.

Bagiar Kelima
Bidang Angkutan Terminal Dan Perparkiran

Pasal 19

(1) Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINHUB.

(2) Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran dipimpin oleh Kepa.la
Bidang.

Pasal 20

Bidang Angkutan Terminal dan Perparkira-n sebagaimana dimaksud
pada Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahsr
perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidang angkutan, pengelolaan
terminal dan perparkiran.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa.l 20,
Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan bahan kebljakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan dan pengendalian pelaksalaan tugas di bidalg
algkutan;
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b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaal tugas di bidang
pengeloLaan terminal;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang perparkiran; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINHUB sesuai dengan tugas da, fungsi.

Pasal22

(1) Susunan Organisasi Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran,
sebagatnana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. Seksi Angkutan;
b. Seksi Pengelolaan Terminal;dan
c. Seksi Perparkiran.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, yalg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran.

Pasal 23

Seksi Angkutaa mempunyai tugas menyiapkal bahan perumusan dan
melaksanakan kebijakal teknis, serta melaksanalcan pembinaan di
bidang angkutan orarg dan barang, yang meliputi:
a. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau

barang antar kota da.lam 1 (satu) kabupaten:
1. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutar orang

dan/atau bararg artar kota dalam 1 (satu) kabupaten;dal
2. mengendalikan dan mengawasi ketersediaan angkutan unum

untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1

(satu) kabupaten.
b. menetapkan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan

Perkotaan yang Melanpaui Batas 1 (satu) Kabupaten:
1. merumuskan Kebijakan Penetapal Kawasan Perkotaan untuk

Angkutaa Perkotaan Kewenangan Kewenangal Kabupaten; dan
2. mensosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebljakar Penetapan

Kawasan Perkotaan untuk Argkutan Perkotaan Kewenangan
Kabupaten.

c. menetapkan rencarla umum jaringan trayek perkotaan dalam 1

(satu) kabupaten:
1. melaksalakan penlrusunan rencana umum jaringan trayek

perkotaan dalam I (satu) kabupaten;
2. menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringaa

trayek perkotaan dalaD 1 (satu) kabupaten;dan
3. mengendalikan pelaksanaan rencana umum jaringan bayek

perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten.
d. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaar da.lam 1

(sstu) kabupaten :

1. merumuskan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan
kewenangar kabupaten;dan

2. mensosialisasikan dar menguji coba pelaksanaan kebijakan
rencarla umum jaringan trayek pedesaan kewenangan
kabupaten.
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e. menetapkan wilayah operasi argkutan orang dengan menggunakan
taksi dalam kawasar perkotaarr yarrg wilaya]l operasinya dalam I
(satu) kabupaten:
1. merumuskan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutar

orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan Perkotaan
kewenangan kabupaten;dan

2. mensosialisasikan dal menguji coba pelaksanaar kebijakan
penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan
taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten,

f. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan oralg dalam trayek
lintas kabupaten dalam 1 (satu) kabupaten:
1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin

penyelenggaraan angkutan orarg dalam trayek kewenangan
kabupaten da.lam sistem pelayaran perizinar berusaha
terintegrasi secara elektronik;dan

2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaal izin
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan
kabupaten.

g. menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Talsi yang Wilayah
Operasinya dalam I (satu) Kabupaten:
l. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin

penyelenggaraan argkutan ta.ksi yang wilayah operasinya
kewenalgan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik;dan

2. melaksanalan koordinasi dan sinkronisasi p€ngawasajr
pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wiJayah
operasinya kewenangan kabupaten.

h. menetapkan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang
Melayali Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaal dalam 1

(satu) Kabupaten:
1. menganalisis tarif kelas ekonomi angkutan oralg dan angkutan

perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) kabupaten;
2. menyedialan data dan informasi ta:'if kelas ekonomi argkutan

orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam I (satu)
kabupaten;darl

3. mengendalikan dan mengawasi tari-f keLas ekonomi angkutan
oraag dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam I (satu)
kabupaten.

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa.la
Bidang Angkutan dan Termina.l sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 24

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dsr melaksalakar kebijalan teknis, serta melalsanakan
pembinaan di bidang pengelolaar terminal, yang meliputi:
a. mengelola Terminal Penumpang Tipe C

1. menrusun rencana pembangunan terminal penumpang tipe C;

-il

rf
2

f, L
4
I

5 e ,r
ft{i k t T tr, D'

10

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


2. membangun gedung terminal;
3. mengembargkan sarana da.Ir prasarana terminal;
4. merehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan

pendukung); dan
5. meningkatkan kapasitas sdm pengelola terminal tipe C.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasa.l 25

Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
dan melaksalakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di
bidang perparkiraa, yang meliputi:
a. menerbitkaa lzin Penyelenggaraan darl Pembargunar Fasilitas

Parkir
1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan vtn

penyelenggaraal dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan
kabupaten dalam sistem pelayanan perizrlran berusaha
terintegrasi secara elektronit;dan

2. melaksanakan koordinasikan dan sinkronisasi pengawasarr
pelal<sanaar izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas
parkir kewenangaa kabupaten.

b. melaksanakan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengar tugas
jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Pengujian Kendaraal Bermotor

Pasal 26

(1) Bidang Pengujian KendaraaJl Bermotor b€rkedudukan di bawah dan
bertarggung jawab kepada Kepala DINHUB.

(2) Bidarg Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal2T

Bidang Pengujiaa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijikar
teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pengujian
kendaraan bermotor yang meliputi teknik pengujian -kendaraan
bermotor.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27,
Bidang Pengujian Kendaraarl Bermotor menyelengga.r.alan fungsi:a. penyiapan qerumuiart kebijakan teknis, pembinaan, pehlsa:raan,

dan pengendalian di bidang pengujiaa kendaraan bermotor;dar
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b pelaksaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepa.la
DINHUB sesuai dengan tugas dar fungsi.

Pasa] 29

(1) Susunan Organisasi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 5 Ayat (1) huruf e, terdiri atas
Jabatan tr\rngsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da.lam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
Kegiatan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 30

Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksaaalan kebijakan teknis, serta
melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pengujian kendaraan
b€rmotor, yang meliputi:
a. melaksaaakan pengujian berkala kendaiaan beimotor, meliputi:

1. menyediakan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan
bermotor;

2. meningkatkan kapasitas sumber daya ma-nusia pengujian
berkala kendaraaa bermotor;

3. melaksanal<an registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan
bermotor;

4. menyediakan buldi lulus uji pengujian berkala kendaraan
bermotor;

5, melaksanakan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian
berkala kendaraan bermotor;

6, melaksanakan identifrkasi darl analisis potensi jumlah kendaraan
bermotor wajib uji;

7. memelihara salana dan prasarana pengujian berkala kendaraan
bermotor;

S.melaksanakan koordinasi penyelenggaraal pengujian berkala
kendaraan bermotor;

9. menetapkan tarif retribusi pengujiar berkala kendaraa-n
bermotor;dar

lO.melaksanal<al monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pengujian berkala kendaraan bermotor.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DINHUB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 31

(1) Ijlqk melaksalEkan tuqgs_. teknis oprerasional dan atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UpI.

(2) UPI sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UpIyarlg berada di bawah dan bertanggungjawib kepada Kepal^a Olnas.
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Pasal 32

Pembentukan, Organisasi dar Tata Keia UPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagia-n Kedepalan
Jabatan Fungsional

Pasal 33

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pela-ksqna teknis
fungsional pada DINHUB.

(2) Pejabat Fungsiona.l sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsurg
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional,

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkar analisis tugas dan
fungsi unit ke{a, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala DINHUB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagiaa, Kepala
Seksi, Kepala UPT, Jabatan F\ngsional dalam melaksanakan tugasnya
berdasgrkqn ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Jenis dan j€njang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peratural perundang-undangan

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 34

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undalgan,

BAI} IV

TATA KERJA

Pasal 35

7

{
,

rl t f 5 I 7
F ,fr t T

,+ 1D

4/, $:

13

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


Kepala DINHUB, SekretEris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Kepala UPT, dan Jabatal Fungsional dalam meLalsanakan
tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang 

_ 
melipr,rti

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan sesuai dengar bidarg tugas masing-masing.

Pasal 36

Pasal 37

Dalam meLaksanakan tugas, Kepala Dinhub, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional
wajib menerapkar prinsip koordinasi, integrasi dan sinlaonisssi secara
vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain
sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

(1) Kepala DINHUB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi, dan Kepala UPT bertarggung jawab dalam
memimpirt, mengkoordinasikan dal memberikan bimbingan serta
petunjuk-petunjuk bagi pelaksaraan tugas bawahan masing-
maslng.

(2) Kepa.la DINHUB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi, dar Kepa.ta UPT wajib mengikuti dan mematutri
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada ataaan masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusaffrya dapat disampaiksr kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsiona.l mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yanB diterima oteh Kepala DINHUB, Sekretaris,
Kepala Bidaag, Kepata Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT
dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penlrusunan laporan lebih tanjut dan dijadikan bahar untuk
memberikan petunjuk kepada bawaha:r.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatar serta kepegawaiar diatur sesuai
ketentuan peraturan perunda-ng-undalgan.

Pasa.l 40

Kepala DINHUB, Sel<retaris, Kepala Bidang, Kepa]a Subbagian, Kepala
Seksi, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional diangkat dan
diberhentikal oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peratural
perundang-undangan.
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Pasal 41

(1) DINHUB wajib menlrusun kebutuhan jumlah darl jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban ke{a.

(2) Penyusunan kebutuhan juII ah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diLakukan untuk
jargka waktu 5 (lima) tahun yarg diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkal prioritas kebutuhar.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati iri mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas darl Fungsi serta Tata Keda Dinas Perhubungal
Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten h-rrworejo Tahun 2O16
Nomor 76 Seri D Nomor 16), dicabut dan dinyatakan ddak berlaku.

Pasal 43

Peraturarr Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Jafi)ai 2022.

Agar setiap oralg mengetahuinya, memerintahkal pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2il Scltcrb.! 2OZ,

f BUPATI PURWORE.IOI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal24 aFft[L.r 2021

I SEKRETARIS DAERAH SABUPATEN PURWORF^'O,

d\

tl AGUS

€ SAID RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURIVORE]O
TAHUN 2a21 NOMOR 92SERI p NOMOR 39
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BAGIII| ORG/IIIIAAAI
DI AS PERHUBUI{CAJ|
I(IBI'PATEIf PI'RWORF^'O

16

I,AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.JO
NOMOR92 TAHUN 2a2t
TEIYTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAMSASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO

f BUPATI PURWOREJ o,

BIDANC
PENGUJI.AN KENDARAAN

BERMOTOR

JABATAN FUNGSIONAL

KEPAI"A DINHUB

SEKRETARIAT
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
PERENCANAAN, DAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
ANGKUTAN, TERMINAL DAN

PERPARKIRAN

BIDANG
I.ALU LINTAS

SEKSI
ANGKUTAN

SEKSI
PENGEMBANGAN
LALU LIMAS DAN
PERLENCKAPAN SEKSI

PENGEI,oI.qAN
TERMINALSEKSI

MANAJEMEN DAN
REKAYASA

LAIU LTITAS SEKSI
PERPARKIRAN
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